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BAB I11
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan berkaitan dengan perlindungan
hukum bagi kaum difabel yang menjadi korban tindak pidana maka dapat
disimpulkan bahwa;
1. Perlindungan terhadap difabel sebagai korban tindak pidana belum maksimal

dan sepenuhnya belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena:

a. Tidak ada peraturan secara khusus yang mengatur tentang difabel yang
berhadapan dengan hukum dalam perkara pidana khususnya sebagai
korban baik pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyadang Cacat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities
(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sehingga
mengakibatkan terhambatnya kinerja kepolisian, kejaksaan dan
pengadilan dalam  melakukan perlindungan terhadap kaum difabel
sebagai korban tindak pidana.

b. Difabel yang menjadi korban tindak pidana tidak dapat dijadikan dasar
pertimbangan untuk memperberat sanksi pidana terhadap  pelaku
khususnya di Kepolisian dan Kejaksaan.

c. Pemerintah belum memberikan dukungan berupa anggaran dan fasilitas

kepada difabel yang menjadi korban tindak pidana.
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Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap difabel sebagai korban tindak

pidana antara lain adalah:

a. Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian kepada difabel yang
menjadi korban tindak pidana hanyalah sebatas menyediakan penerjemah
yang berasal dari luar kepolisian.

b. Perlindungan yang diberikan oleh kejaksaan berupa mengirimkan surat
(P22) kepada kepolisian untuk menyerahkan perkara kepada kejaksaan
untuk dilakukan pemeriksaan tambahan, jika kejaksaan merasa perkara
itu sudah pantas dan jaksa memiliki keyakinan untuk dilimpahkan ke
pengadilan.

c. Perlindungan yang diberikan oleh hakim yakni difabel yang menjadi
korban dimasukkan dalam dasar pertimbangan putusan hakim pada
bagian hal-hal yang memberatkan pelaku.

d. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja belum menyediakan fasilitas rehabilitasi
kepada difabel yang mengalami trauma.

Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap

kaum difabel yang menjadi korban tindak pidana yaitu:

a.

Mengubah Undang-Undang tahun 19 tahun 2011 tentang Pengesahan

Convention on The Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai

Hak-Hak Penyandang Disabilitas) kedalam undang-undang tersendiri dan

membuat peraturan pelaksana untuk menjamin perlindungan hukum terhadap

difabel yang menjadi korban tindak pidana.
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Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
pelatihan serta alokasi anggaran dana untuk menjamin perlindungan hukum
terhadap difabel yang menjadi korban tindak pidana.

Keluarga dan masyarakat juga memberikan perlindungan dengan merubah

cara berfikir bahwa difabel bukan aib bagi keluarga dan masyarakat.
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